
BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SEI,ATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 6 TAHUN 2O2L

TENTANG

PEDOMAN PER.IAI,ANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,
PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK I,AIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang i a.

Mengingat :1.

b.

BUPATI MUARA ENIM,

Bahwa unftrk menindaklanjuti Pasal 3 Peraturan Presiden

Nomor 33 Tahun 2A2A Entang Standar Harga Satuan

Regional, Kepala Daerah antara lain menetapkan pedoman

perjaianan dinas elalarn negeri clerrgan rnernperhatikan

prinsip efisiensi, efektivitas, kepaflrtan, dan kewajaran ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagainrana dimaksud

hurlf a perlu menetapkan Perattrran Bupati tentang

Pedoman Perjalanan Dinas bagr' Bupati, Wakit Bupati,

Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

penrbentukan Daerah Tingkat II dan Kotapr4ia di Surnatera

Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 73, Tarnbahan Negara Republik Inclonesia Nomor

1821h

Un<lang-Un<Iarrg Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a2861;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2A74 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2AL4 iliomor 6, Tambahan Lcmbararr Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4 lentarrg

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcmbaran

2.

3.

4.
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Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2C15 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor iOg T'ahun 2OOO tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lernbaran Negai=a Repubiik Indonesia Tahun 2OOO

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indouesia iilunror ao28i;

Perahrran Pemerintah Nomor 7l Tahun 2OlO tentang

Standar Akuntamsi Pernerintairan (Lernbar=an lilegar=a

Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 123, Tambahan

Lernban=an Negara Repubiik irrd.onesia Nomor 5165i;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang

Peubinaan dan Pengawasan Penyeienggar-aarl

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Irrtionesia Tairurr 2Oi7 Norrlor 73, Taurbairan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6Oa\;

Peraturan Pernerirrtair iilornor L2 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

irrrionesia Tairun 2019 Nomor 42, Tarnirahan Lcrrrbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Perat-uran Presiden Republik Indonesia Nornor 33 Tairun

2A2A tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran

Negnra Rcputiiik indonesia Tairun 2O2A Nornor 57);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 1 3 / PMK .OS / 2OL2

tentang Perjaianan Dinas Dalarn Negeri iragt Pejabai lilegara,

Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara

Repuiriik irrriorresia Tahurr 2Oi2 Nomor 578);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor I 19/PMK .O2|2O2O

feniamg SLanciar Biaya ivlas-r.iLkan Tahun Anggaran 2A2l

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 9761;

Peraturan ivlenteri Daiam Negeri Notnor 77 Terirun 2A2O

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

Negara Repubiik Indonesia Tahun 2A2A Nomor 1781);

6.

7.

o.

Y.

10.

11.

lz.
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun

2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Muara EnimTahun 2015

Nomor 1O);

MEMUTUSKAN :

PEDOMAN
hh^ liltatfE LTltWfII

LAIN.

PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,

NEGERI SiPiL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK

hlh !
-trt.t\-trt I

KETENTUAN UMUM

Pasal i

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

i. Kabupalen adaiah Katiupalen iviuara Enim.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara

Enim.

3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.

4. Wakil Bupaii adalah Wakii Bupaii iviuara Enim.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
n:ryluara Enlm.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah

warga negara Indonesia yang memerruhi syaral lerlenlu,

diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat

pemtiina kepegawaian untuk rnenciuduki jabaiani

pemerintahan. sebagaimana dimaksud Undang-Undang
rr F r 1 - - An a ,r\omor c riLllun zvL+.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

SKFD a<iaiah perangkat daerah pada pemerintah daerah

selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

E. Pegawai Tidak Tetap adaiah pegawai yang ciipekerjakan

untuk jangka waktu tertentu melalui kontrak kerja waktu

tertentu guna rneiaksa.nakan tugas pernerini-nhan dan

pembangunan yang bersifat teknis professional dan

admirristrasi sesuai dengan kebutuhan, kemampuan SKPD

dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan

kegiatan.
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Kontrak Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disingkat

KI(IIYT adalah perjanjian kerja yang dibuat antara Pegawai

Tidak Tetap dan Kepala Satuan Keda Perangkat Daerah

selaku Pengguna Anggaran, yang pendanaannya dibebankan

pada APBD Kabupaten.

Pihak Lain adalah Pegaw'ai Tetap, Pegawai Tidak Tetap pada

instansi lainnya atau anggota masyarakat selain PNS/CPNS
h 1 f, IPcrucnn'uaii Kair upaten,'ucnuas uk Tirn Pcnggerak Perni.ririaanr

Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten, Gerakan
: : rrr lL- ,aAtTTr i7 1-.- --L-.- -7-.. nl tlt-..:r-\,rrgajusasr wanr-La [LiLrw, NauuPaLerr oarl lJrra-rrrra warrrla

(DW) Kabupaten.

Peugguria Arrggaraur adaiaii Pcjai;al perrtegang kewerrarigarr

penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan

fungsi SKPD yarrg dipiurpinnya.

Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat

ke<iudukan yang diiakukan daiam wiiayah Repubiik

Indonesia.

Pedaiariarr Dinas .iabatan atiaiah Pcrjaianari Dinas meiewati

batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke

Lempal yang diluju, meiaksarrakan Lugas, dan kemi:aii ke

tempat kedudukan semula di dalam daerah.

Ferjaianari Dinas Pindah adalah Ferjaianan Dinas ciari

tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang

tiaru berrlasarkari surat kepulusaii pinriah.

Perjalanan Dinas dalam Daerah adalah perjalanan dinas di

dalam wiiayah Kairupaien.

Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas ke

i uar'ft'iiayah Kab upaten.

Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang dihitung terlebih

ciahuiu rian dibayar sekaiigus.

At Cost adalah suatu jumlah uang yang dihitung

berdasarkan pertanggungiawaban biaya peiaksanaan sesuai

dengan biaya yang sesungguhnya berdasarkan bukti
pengeiuaran yang acia.

Uang Kontribusi adalah uang yang dibayarkan secara

tersendiri kepa.da pihak penyeienggara berdasarkan

undangan penyelenggara.

1n

llI I.

L2.

lo.

l+.

15.

16.

17.

18.

19.
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20. Surat Perintah T\rgas selanjutnya disingkat SPT adalah surat

yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, yang

berisikan perintah kepada Bupati, Wakil Bupati, PNS/CPNS,

Pegawai Tidak Tetap dan Pihak I"ain untuk melaksanakan

tugas.
.)1 Qrr+a+ E^;-+^L l)o-i^1^-^n T\ianc !r^-d oolooi"tn-.o .lioinryt-otlj L. rf,iiiiiL r-UiiiiLai"i'i r-UrJir,-tir.ii.ae.ii iiiiiai.S Jaarrts, -urar.irJijiirJ<r llour6^aL

SPPD adalah Dokumen dari pejabat yang berqrenang kepada

ijupau, waisi ijupau, i'i\ului'i\5, rcgawan iroar< ie-La.p uan

Pihak Lain untuk melaksanakan perjalanan dinas.

22. Ternpai Keciudukan adalair LcrnpatT'koia diiriala
kantor/ satuan kerja berada.

23. Ternpat Tujuan ariaiah ternpatikota yang rneqiarii 'uqjuarr

perjalanan dinas.

24. Ternpat Tujuan Pinciair atiaiaii tetrpat/koi-a tujuaur pindair.

25. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai

acuan penyusunaii rencarla ke'outuhari aiiggaraii daiam

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

BAB II

RUAi.iG LiiiGKUP PERJAI.ANAI.I DINAS

Pasal 2

Pcraiuraii Bupaii ini mengatur mengenai peiaksanaan dan

pertanggungiawaban Perjalanan Dinas bagr Bupati,

Wakii Bupaii, PiiS, Fcgawai Tidak Tei^a.p <ian Fihak i,ain yang

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Perjaianari Dinas sei:agaimaiia dimaksud pada ayat (1)

meliputi :

a. Ferjaianan Dinas Jabatan.

b. Perjalanan Dinas Pindah.

Fi.lS sebagairnana dirnaksud pada ayat (L) meiiputi :

a. PNS; dan

b. Caion Fegawai iilegeri Sipii/ CPtiS.

Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1i dapat. riiikutsertai<an <iaiam

perjalanan dinas dalam hal mendesak dan khusus serta

keberadaannya <iaiarn kegiatan benar-benar rnerniiiki

peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas

pelerksanaan ke giaia.rr.

tU

lzt

tq

(41
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BAB III

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasai 3

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-

prinsip sebagai berikut :

a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggt

dan pr-ioritas y- arrg berkaitair cleirgan peiryel.errggai=aair

pemerintahan dan pembangunan;

b. keterserliaan air8gal=arr dan kesesuaizur tJ.errgam percapaian

kinerja SKPD;

c. efisiensi peugglrnaan beianja daerah; dan

d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan

riirras rlam penrbebanam braya perjaianan dinas.

BAB IV
PER..IAL,ANAN DIN. AS,IABATAN

Pasal 4

Perjaianan Dinas Jaba'tan sebagaimana dimaksud d.aianr Pasai 2

ayat (2lrdigolongkan menjadi :

a. Perjaianan Dinas Jabaian ciaiam ciaerah;

b. Perjalanan Dinas Jabatan dalam Provinsi Sumatera Selatan;

dan

c. Perjalanan Dinas Jabatan Luar Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 5

PerjaJru.*, Dinas Jabatan dilak'-rkan dalam rangka :

a. pelaksanaan tugas dan fungsi yarugmelekat pada jabatan;

b. mengikuli rapai,seminar, sosiaiisasi, worleslwp, i:imiiingarr

teknis dan sejenisnya;

c. menempuh ujian <linasiujiari jatraian, seieksi Lugas ireiajar

dan sejenisnya; dan

d. mengikuli pendidikari rian peiaiihan.

BAB V
SURAT PERINTAH TUGAS DAN

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Pasai 6

Bupati, Wakil Bupati, PNS, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain

yarlg akan rrreiaksamakan perjaiarran dinas irarus rnemiiiici SPT

dan SPPD.
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Pasal 7

SPT diterbitkan atas dasar surat undangan kedinasan, surat

panggilan kedinasan, dan kepentingan tugas pokok dan

fungsi SKPD dan atau kepentingan Pemerintah Kabupaten-

SPPD dikeluarkan atas dasar SPT yang telah diterbitkan oleh

pejabat yang ber*'enang.

(3) SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)

cliiruat sesuai dengan forrrrat sebagaimana tercamtunr dalam

Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 8

(li SPT dan SPPD ditanciatangani oleh Fejabat yang berwenang,

dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Perjalanan Dinas iuar Provinsi Sumatera Selatan

ditentukan sebagai berikut:

i. SFT dan SFPD bag, tsupati cian liiakii Bupati

ditandatangani oleh Bupati;

2. SFT untuk Fejabat Esselon II dan Camat serta Eselon

III yang merupakan Kepala SKPD ditandatangani oleh

BupaiiiWakil Bupati <ian SPFD diia.n<iatangani oleh

Sekretaris Daerah;

3. SPT untuk Pejabat Esseion iil yang bukan merupai<an

Kepala SKPD ditandatangani oleh Asisten yang

membidangi ata.s nama Sei<retaris Daerah, sedangkan

SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran;

4. SPT untuk Kepaia Bagian lingkup Sekretariat Daerah

ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, sedangkan

SPPD ditandatangani oleh Asisten yang membiciangi

atas nama Sekretaris Daerah;

5. SPT untuk Pejabat Esseion IV dan Staf pacia Dinas,

Badan,Kantor, Inspektorat Sekretariat DPRD dan

Bagian pacia Sekretariat Daerah ditanciatangani oleh

Asisten yang membidangi atas nama Sekretaris

Daerah. Untuk SPPD ditandai:angani oleh Pengguna

Anggaran, sedangkan pada Sekretariat Daerah untuk

SPPD dii:anriatangani oieh Kepaia Bagran atau Pejabat

yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran;

(21
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SPI dan SPPD untuk Sekretaris Kecamatan,Esselon IV

dan Staf Kecamatan ditandatangani oleh Camat; dan

SPT dan SPPD untuk Pegawai Tidak Tetap dan Pihak

l,ain termasuk Tim Penggerak Pembinaan

Kesejahteraar',. Keluarga (PKK) Kabupaten, Gabungan

Organisasi Wanita (GC\I") Kabupaten dan Dharma

Wanita (DW) Kabupaten ditandatangani oleh Pengguna

Anggaran, sedamgkan pada Sekretariat Daerair Sm

dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Bagian yang

bersangkutam atau pejal"rat y-ang tliberi kewerramgan

oleh Pengguna Anggaran.

b. Perjalanan Dinas dalam Provinsi Sumatera Selatan

ditentukan sebagai berikut :

L. SPT dan SPPD bag Bupati dan Wakil Bupati

ditanCat"angani oleh Bupati;

2. SPT dan SPPD untuk Pejabat Esselon II dan Camat

seria Pejabat Esselt-rrr Iii yarig merupakan Kepaia SKPD

ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;

3. SPT <ietn SPPD Kepaia Bagian iingkup SekreiariaL

Daerah ditandatangani oleh Asisten yang membidangi

aias nama Sekretaris Daerah;

4. SPT untuk Pejabat Esselon III pada Dinas,

Bariam,Kanior, irrspeklora'r-, Sei<rekrria'r" DPRD, yarig

bukan merupakan KepaIaSKPD ditandatangani oleh

Asislen yang memtiidangi alas nuuna Sekreiaris

Daerah, untuk SPPD ditandatangani oleh Pengguna

Anggaran;

5. SPT untuk Pejabat Esselon IV dan Staf pada Dinas,

Eadan,Kantor, Inspektorat, Sekretariat DFRD dan

Bagian pada Sekretariat Daerah ditandatangani oleh

Asisten yang membidangi aia.s na.rna Sei<retaris

Daerah, untuk SPPD ditandatangani oleh Pengguna

Anggaran, sedangkan pada Sei<reiariat. Daerah untuk

SPPD ditandatangani oleh Kepala Bagian atau Pejabat

yang ciiberi kewenangan oleh Fengguna Anggarerr;

6. SPT dan SPPD untuk Sekretaris Kecamatan, Esselon

iV cian Staf Kecamatan <iitandatangani oieh Camai;

dan

6.

7.
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7. SPT dan SPPD untuk Pegawai Tidak Tetap dan Pihak

Lain termasuk Tim Penggerak Pembinaan

Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten, Gabungan

Organisasi Wanita (GO\IV) Kabupaten dan Dharma

Wanita (DW Kabupatenditandatangani oleh Pengguna

Anggaran, sedangkan pada Sekretanat Daerah SPT

dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Bagran yang

bersangkutan a'tau pejabat yarrg diireri kewerramgan

oleh Pengguna Anggaran.

Perjalanan dinas dalam daerah ditentukan sebagai

berikut:
1. SPT dan SPPD bagi Bupati dan rvvakil Bupati

ditandatangani oleh Bupati;

2. SPT untuk Pejabat Esselon II dan pejabat Eselon III

yarig merupakan Kepaia SKPD dit^arrciatarrgani oieh

Sekretaris Daerah dan SPPD ditandatangani oleh

Fengguna Anggararr;

3. SPT dan SPPD untuk Camat, Pejabat Esselon III yang

bukari merupakan Kcpaia SKPD, Esseion iV dari

Stafdiluar lingkup Sekretariat Daerah ditandatangani

oieh Pengguna Anggarani

4. Khusus untuk Kepala Bagian, Esselon IV dan Staf

diiingkungan Sekretariat Daerah Perrarrdaianrganan

SPT oleh Asisten yang membidangi atas nama

Sekrclaris Daerah, sedaiigkarr iinLuk SPPD

ditandatangani oleh Kepala Bagian; dan
F affi t dnnn -r- I -:6'.1 1 6 . t n'l tc. i5r-i (Ian brrrJ li.nruK regawar rl(]al( rclurp (.ralr rrnaK

Lain termasuk Tim Penggerak Pembinaan

Kesejahteranrn Keluarga (FiiK)Kabupaten, Gered<an

Organisasi Wanita (GO!Y) Kabupaten dan Dharma

Waniia. (DWl Kabupaten ditandai,angani oleh Fengguna

Anggaran, sedangkan pada Sekretariat Daerah SPT

ciitanciatangani oieh Asisten yang membidangi aia.s

nama Sekretaris Daerah dan SPPD ditandatangani oleh

Kepala tsagran yang bersangkuian aia.u pejabat yang

diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran.
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d. penandatanganan SPT dan SPPD antar SKPD (termasuk

didalamnya Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain)

ditentukan sebagai berikut:

1. SPT Dalam Daerah ditandatangani oleh Sekretaris

Daerah;

2. SPT Dalam Provinsi dan Luar Provinsi Sumatera

Selatan ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati;dan

3. Setiangkaur SPPD ditarrdatangauri oieii pejabat i/arig

berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(i) imruf a, iruruf b dan irurirf c.

e. SPT dan SPPD dalam daerah untuk Tim Pemeriksa
r t l-l---, .-- -l-l- .l n-l--r- -!irrspcr<[ora[ uauEurl ruekil<siiniilfti.rr r ugas roKul( uil.rr

Fungsi Inspektorat ditandatangani oleh Inspektur;

f.lama perjalanan dinas luar Provinsi Sumatera Selatan dan

luar Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Selatan, dalam

1 (satu) bulan tidak melebihi 12 (dua belas) hari kerja
Laottqli lraci 'Tim Damprilzca fncnal:fnrat Airrr{an Elacianr\vvuur vu6r u:su rr^uyvDLv^uL, rlruua^, pq6rur

Protokol dan komunikasi pimpinan serta sopir

BupaiiiWai<ii Bupaii yarig jumiah orarrgnya disesuaikan

dengan kebutuhan; dan

g. apabila lamanya perjalanan dinas melebihi hari kerja

sebagaimana huruf f diatas, dapat dilaksanakan untuk
melaksanakan perintah Bupati dan/atau memenuhi
rrarlancan lzamentarian /Iamhaco rlan Waaala f'loaroLu^ruurr6qrr Av^^lvrrLvtrur/ rv^^rve6q sqvlur^

lainnya setelah mendapat persetqiuan Bupati/Wakil

BupaLi ai-a.u Sekreiaris Daerah atas nama Bupati.

(21 SPT dan SPPD perjalanan dinas untuk sub kegiatan kode

rekening X.X)LO1.2.O6.A9 beriaku ketentuan sebagaimana

dalam Pasal 8 ayat (1).

(3) SPT dan SPPD perjalanan dinas sub kegiatan selain tersebut
aqAa arzaf lDl r{itanrlafancani nleh Panocnrrra ArT trrrarar

kecuali untr-rk pejabat Esselon II dan pejabat Esselon III yang

inei-upakani kepaia SKPD tetap rnenrpctiunranri keteriiueur

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



,/)\
\4t

- 11-

(4) Apabila pejabat yang berwenang menandatangani SPT/SPPD

tidak beraria di tempat mai<a ciitandatangani oieh pejabai

setingkat diatasnya dengan memberitahukan kepada pejabat

yang berwenang tersebut, kecuaii Bupaiii-tlfakit Bupaii tidak

berada di tempat maka ditandatangani oleh Sekretaris

Daerah aiau Asisten yang membiciangi.

BAB VI
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 9

(U Bupati, Wakil Bupati, PNS, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak

Lain yang melakukan pedalanan dinas diberikan biaya

pefalanan dinas.

Biaya pcrjalanan dinas sebagaimana dimahsud pada ayat (L)

terdiri atas komponen-komponen :

a. uang harian;

b. biaya taksi;

c. penggantian biaya bahan bakar minyak (BBM) kendaraan

dinas.

d. biaya penginapan;

F alqrc ranrecpntaci.v. u4rb ^vIJrvuvrrrgur,

f. biaya transport; dan
1 : -:1--- -.- l- - l. r aalm ,nB. Diaya pernenr<saair Kesclrattur wt)vu-r-tv.

Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a

diberikan secara iumpsum.

Biaya Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b
ierciiri atas :

a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai ketempat

tujuan keberangkata.ni kepuiangan (ban<iarai

pelabuhan/ terminal bus/ stasiun), dan berlaku

sebaiiknya;

b. perjalanan dari bandara/ pelabuhan/ terminal bus/
L 1 ' -_ 1___1_r _:,. 1_ _r_1 / Lsfasruil i<edalarlB€ut iilerruJu ilotel aLau -terupa-L PcllBuraPan

lainnya dan berlaku sebaliknya;

c. reti.il-rusi yauts tiipungut di Lcrrninal liusi s'uasiurr/

bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;

(3)

(4)
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d. biaya taksi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud huruf

a dan huruf b lurr5r-a diLrerikair bagr y-arlg 'Lidak

menggunakan kendaraan dinas; dan

e. biay-a taksi sebagairnana dimaksurl pada ayat (2i huruf b

dibayarkan secara lumpsum.

(5) Penggantian Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan

Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan

ketentuan sebagai berikut :

a. pcnggantian biaya bahan bakar miny'ak dibcrikan untuk
penggantian kendaraan dinas ;

b. penggantian biaya tstsM kendaraan dinas tidak diberikan

jika dalam melaksanakan perjalanan dinas

menggunakan moda transporLasi umum (travel/ busi
kereta api); dan

c. penggantian BBM kendaraan dinas diberikan sesuai

jarak tempuh dan dibayarkan secara lumpsum.

(6) Dalam hal perjal€rnan dinas yang menggunakan kendaraan

dinas, diberikan komponen biaya sebagai berikut :

a. penggantian biaya BBM kendaraan dinas dibayarkan
^^^^-^ Isecara iiimpsum;

b. biaya tol dibayarkan secara rrll (at ca,st);

c. biaya perryeberangam riengarr kapai laut riibayarkan

secara nll (at cosf/,'dan

d. r-etribusi resmi iairurya selarna pe{alanan dinas

dibayarkan secara rrll (at oost).

(71 Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (21

huruf d merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap

di hotel atau ditempat menginap lainnya, dibayarkan sesuai

biaya riil (at oost) dan maksimal dibayarkan sesuai dengan

satuan tertinggi biaya penginapan dalam standar satuan

harga pe{alanan dinas }rang ditetapkan dengan Keputusan

Bupati.

(8) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan

biaya penginapan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d,

berlalm ketentuan sebagai berikut :
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a. pelaksanaan perjalanan dinas diberikan biaya

penginapan sebesar 30 o/o (ttga puluh persen) dari tarif

satuan tertinggi biaya penginapan pada satuan standar

harga perjalanan dinas di kota tempat tujuan, sesuai

dengan tingkat pelaksanaan perl'alanan dinas; dan

b. biay'a penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a

dibayar secara lumpsum.

(9) Uang represen'r-asi setragairnama dimaksud pad.a ayat (21

huruf e diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Pejabat

Esseion ii seiarna rrreiakukair perjaiarrair dinas daii

dibayarkan secara lumpsum.

(10) Biaya transport sebageimana dimaksud pada ayat (21huruf f
meliputi moda transportasi (Pesawat Udara/ Kapal I.autl

Kereta Api/ Bus/ Travel) yang digunakan ketempat tujuan,

dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cos4 dan

berdasarkan fasilitas transport sebagaimana tercantum

Aalatr.t f .arnnirqn TIT Perafrrren iniu..*^a

{11) biaya pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat

(2) hurui g meiiputi semua pemeriksaan terkait COWD-I9

(sepanjang dalam masa pandemi COWD'lg), dibayarkan

sesuai <iengan biaya riii (at cost).

(12) Rincian Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana

dinraksud ayat i2i dicant-urnkan pad.a Rincian Biaya

Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana

tercanrturn daiarrr Larnpirau iV Pcraiuran iiii.

Pasal 1O

(1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 di golongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu :

a. Tingkat A, terdiri dari :

I i I TT-^r--1- ft----^r:.l. fLl urrLtlJa EruPi1Lr,

2. A2 Wakil Bupati; dan

3. AS Untuk Sei<retaris Daerah.

b. Tingkat B untuk Eselon II.

c. Tingkat C, terdiri ciari :

1. Cl Untuk Eselon III dan PNS Golongan IV;

2. C2 Untuk Eselon iV cian PNS Golongan iil;
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3. C3 Untuk PNS Golongan II danGolongan I;

4.C4 Untuk Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain dengan

pendidikan D3 keatas;

5. C5 Untuk Pegawai Tidak Tetap dan Pihak l,ain dengan

pendidikan D2 kebawah;

6. CG Untuk Ketua Tim Penggerak Pembinaan

Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Gabungan Organisasi

WaliLa (GOW);

7. C7 Untuk Anggota Tim Penggerak Pembinaan

Kesejair'r-craarl Kciuarga (Piffi) ciur Gaburlgari Orgarrisasi

Wanita {GOW}
 alt L 1-rr.L nt--.-- !17. -:r- ,nlln 1-.-6. Uii urrlur< itetuajJtlarrlra warltLa uJwr; craEr

9. C9 Untuk Anggota Dharma Wanita (DW).

Pasal 11

Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar,

sosialisasi, workshop, bimbingan teknis dan sejenisnya

sebagaiurama diuraksuri ciaia.ur Pasai 5 irui=ui b yiurg lanua

waktunya tidak melebihi dari 7 (tqiuh) hari berlaku

ketenluau scbagai bcriku'u:

a. bagi peserta yang ditanggung penginapan oleh

penyeienggara, baik <iiwajibkan menyeior koniribusi

maupun tidak, maka biaya pengrnapan tidak dibayar,

sedangkan unhrk Uang Harian <iibayar secara penuh

sebanyak 2 (dua) hari yaitu 1 (satu) hari pada saat

keberangkatan dan i (satu) hari pada saat kembali dan

selebihnya Uang Harian dibayar sebesar 75o/a dari

besaran Uang Harian yang beriairu seiama perjaianan

Dinas.

b. bagr peserta yang tidak ciitanggung penginapan oieh

penyelenggtr&, baik diwajibkan menyetor kontribusi

maupun tidak maka biaya penginapan <ian Uang Harian

dibayar secara penuh selama perjalanan dinas.

Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar,

sosialisasi, workshop, bimbingan teknis dan sejenisnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang lama

waktunya melebihi dari 7 (tujuh) hari berlaku ketentuan

sebagai berikut:

(21
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a. bagr peserta yang ditanggrng penginapan oleh

penyelen1gffd, baik diwajibkan menyetor kontribusi

maupun tidak, maka biaya penginapan tidak dibayar,

sedangkan untuk Uang Harian dibayar secara penuh

sebanyak 2 (dua) hari yaitu I (satu) hari pada saat

keberangkatan dan L (satu) hari pada saat kembali

selebihnya uang harian dibayar sebesar 65% dari besaran

Uang Harian yarrg bcriaku seianna perjaianan d.inas.

b. bagr peserta yang tidak ditanggung penginapan oleh

penycienBBila, baik cliwajibkarr rnenyeior konLriiiusi

maupun tidak, maka biaya penginapan tetap dibayar,

seriatrgkan urrtuk Uarrg Harian riibayar secara perr.uir

sebanyak 2 (dua) hari yaitu 1 (satu) hari pada saat

keberangka'ran rian 1 (satu) irari patia saat keuiiraii tian

selebihnya Uang Harian dibayar sebesar 5oo/o dari

tresararr Uang Hariarr yang berlaku seiama perjaianalt

dinas.

Dalam hai biaya Ferjaiariari Dinas .iabatan unLuk mcngikui.i

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat Stmktural/Pimpinan,

DikiaL Fungsionai <iarr sejenisnya) sei:agaimana d.imaksuci

dalam Pasal 5 hurrf d,berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti adalah yang

diselenggarakan oleh kmfe ga/ Instansi Pemerintah.

b. bagi peserta yang tidak ditanggung penginapan oleh

penyelenggtr&, baik diwajibkan menyetor kontribusi

maupun tidak, maka biaya penginapan tetap dibayar,
serlanolzan f lancr l{qriqn rlihqrzqr eF.\ara rrerrrrh qehqnrzalz 2

(dua) hari yaitul (satu) hari pada saat keberangkatan dan

i (satui hari pada saat kembali dan selebihnya Uang

Harian dibayar sebesar 50% dari besaran Uang Harian

yang berlaku selama perjaianan <iinas.

c. bagr peserta yang ditanggung penginapan oleh

penyeien1g:trd, baik diwajibkan menyetor kontribusi

maupun tidak, maka biaya penginapan tidak dibayar,

seciangkan Uang Harian ciibayar sec€rra penuh sebanyak 2

(dua) hari yaitu 1 (satu) hari pada saat keberangkatan dan

i (satui hari pacia saat kembali.
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d. selama mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, diberikan

Uang Saku yang besaran perharinya ditetapkan dengan

Keputusan Bupati dan dibayarkan secara fumpsttm-

(4i Besaran uang harian perjaianarr clinas unluk Tim Pemeriksa

dan Tim Evaluasi pada Inspektorat Kabupaten ditetapkan

<lengan Keputusan Bupali.

(5) PNS pada SKPD Kecamatan yang melaksanakan perjalanan

ciinas ke Desa/Keiurahan daiam wiiayah kecamatan yang

bersangkutan, hanya diberikan Uang Harian yang

besarannya <iitetapkan dengan Keputusan tsupati.

Pasal 12

(1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan sebelum

Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan.

l2l Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera

dilalisanakan, bia5,-a Perja.lanan Dinas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah Perjalanan
h.urrras seiesai.

Pasal 13

Standar Harga Satuan Perjalanan Dinas akan ditetapkan lebih

lanjut dengan Keputusan Bupati atau disesuaikan dengan

Peraturan Perundang-undarigan y ang licriaku.

BAB VII
PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 14

(1) Pembayaran biaya perjalanan Dinas dengan mekanisme

UP/GU dilakukan dengan memberikan uang muka kepada

Pelaksana Perjalanan Dinas oleh Bendahara Pengeluaran

maksimal sebesar 75% (tujuhpuluh lima persen) dari biaya

pedalanan dinas.

l2l Pem-berian uang muka sebagaimana ciimaksud pada ayat (l),

dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

a. surat tugas atau surat keputusan pindah;
b. fotokopi SPPD;
c. iruitansi tanda ierima uang muka yang disetqiui Fengguna

Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang ditunjuk;
dan
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d. rincian biaya perjalanan dinas yang disehrjui Pengguna
Anggaran atau Kuasa Penggunaan Anggaran yang
ditunjuk.

(3) Biaya Perjalanan Dinas Pindah dapat dibayarkan secara
hrmnsrrm-
- -----l-

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN BIAI'A PERJAI,AT.IAN DINAS

Pasal 15

Pelaksana Perjalanan Dinas Jabatan melaporkan hasil

pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas secara

lisan paling lambat 3 (tiga) hari kerja dan atau secara tertulis

paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas

dilaksanakan.

Pelaksana Perjalanan Dinas Jabatan

mempertanggungiawabkan biaya Perjalanan Dinas kepada

Pengguna Anggarani Kuasa Pengguna Anggaran melaiui

bendahara paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah

perjalanan dinas ciilaksanakan.

Pertanggungiawaban Biaya Perjalanan Dinas Jabatan

sebagaimana dimaksud parla ayai (2) clengarr melampirkari

dokumen berupa :

a. SPT yang sah;
b. SPPD yang telah ditandatangani pejabat ditempat

pciaksarraan Perjalanan Dirras a'rau piirak terkait yang
menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;

c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, bukti
pembayaran moda transportasi lainnya, braya
penyeberangan kapal laut, biaya tol, dan retribusi resmi
lainnya selama perjalanan dinas ;

d. bukti pembayaran pemeriksaan kesehatan COWD-lg,
e. trukti pemtrayaran hotel a-tau tempat menginap lainnya;
f. rincian biaya pedalanan dinas;
g. kuitansi Pembayaran; dan
h. laporan perjalanan dinas.

(4) Pertanggungiawaban biaya Perjalanan Dinas Pindah

sebagaimana dimaksud daiam Pasai L4 ayat (3) <iengan

melampirkan dokumen berupa :

a. fotokopi surat keputusan pindah;
b. SPPD yang telah ditandatangani pihak berwenang;
c. kuitansi pembayaran; dan
d. surat keterangan menjalankan trrgas di tempat yang bartr.

(3)
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BAB IX
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 16

(1) Kepala SKPD/Pengguna Anggaran menyelenggarakan pengendalian internal
terhadap pelaksanaan perjalanan dinas dengan memperhatikan ketersediaan
anggaran dalam DPA/DPPA SKPD bersangkutan serta efisiensi dan efektifitas
dalam penggunaan anggaran.

(2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Untuk Perjalanan Dinas Keluar Negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun
2018 tentang Pedoman Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri
Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim
Tahun 2Ol8 Nomor 53) beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal89 Januari 2O2l

BUPATI MUARA ENIM,

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal29 Januari 2O2l

PJ. SEKRETARIS DAERAH,

b
YAN RIYADI

JUARSAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2O2L NOMOR 6.



-ampiran l Peraturan Bupati Muara Efum.
Nomor : 6'Ta[1r11 2021
Tanggal : 29 Janrari 2e21

KOP SKPD

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR:

Dasar : 1. Peraturan Daerah tentang APBD

2. Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas

3. Dst

Kepada : Nama

MEMERINTAHKAN

Pangkat / Golongan :

NIP :

Jabatan :

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

PF^IABAT YANG MENERBITKAN SPT

t.t.d.

NAMA
PANGKAT
NIP

JUARSAH

BUPATI MUARA ENIM



Lampiran II Ftrsiur-arr EJ,pa.li-,i.{ruliar9::rir I

Nomor ^,6 fabun 2A21
Tanggal .:49 Janrrari. 2021

KOP SKPD

Lembar ke :

Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(sPPD)

1. Pegawai yang memberi perintah

2. Nama / NIP Pegawai yang diperintah

3. a. Pangkat dan Golongan menurut PP

No. 6 Tahun 1997

b. Jabatan

c. Tingkat menurut peraturan Perjalanan

Dinas

4_ Maksud Pe4'alanan Dinas

5. Alat angkut yang digunakan

6. a. Tempat berangkat

a. Tempat tujuan

7. a.

b.

C.

Lamanya Perjalanan Dinas

Tanggal berangkat

Tanggal harus kembali

8. Pengikut

9. Pembebanan Anggaran

a. Instansi

b. Kode Rekening

10. Keterangan Lain-lain

Dikeluarkan di :

PadaTanggal :

PF^JABAT YANG MENERBITKAN SPPD

ttd

NAMA

PANGKAT
NIP



SPPD No.

Berangkat dari
(Tempat kedudukar
Pada tanggal
Ke

III. Tiba di : ............... Berangkat dari :

Kepala : ............... Pada tanggal :

Kepala

ry. Tiba kembali di r ..........r........;............
Padatanggal : ...................1............
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut
diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata
untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-

PF^IAEIAT YANG MENERBITKAN SPPD

t.t.d.

NAMA
PANGKAT

NIP

V. CATATAN LAIN-LAIN

VI. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para
pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggungjawab
berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat kerugian
akibat kesalahan, kealpaannya.

BUPATI MUARA ENIM

=

JUARSAH



Lampiran III : Peraturan Bupati Muara Enim
Nomor : 6 tairuu abel
Tanggal : 29 JanuaxL 2C2l

FASILITAS TRANSPORT PERJALANAN DINAS

No.
PEJABAT NEGARA, ESSELON

DAN GOLONGAN

TINGKAT
PERJALANAN

DINAS

MODA TRANSPORTASI

PESAWAT
UDARA

KAPAL LAUT
KERETA

APr/BUS/
TRAVEL

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

t2
13

Bupati

Wakil Bupati

Sekretaris Daerah

Esselon II

Esselon III dan Golongan IV

Esselon IV dan Golongan III

Golongan II dan I

Pegawai Tidak Tetap dan Pihak
Lain dengan pendidikan D3 keatas

Pegawai Tidak Tetap dan Pihak
Lain dengan pendidikan D2

Ketua Tim Penggerak PKK dan
Ketua Gerakan Organisasi Wanita

Anggota Tim Penggerak PKK dan
Gerakan Organisasi Wanita
Ketua Dharma Wanita

Anggota Dharma Wanita

A1

A2

A3

B

C1

C2

C3

c4

C5

C6

C7

C8

C9

Bisnis

Bisnis

Bisnis

Ekonomi

Ekonomi

Ekonomi

Ekonomi

Ekonomi

Ekonomi

Ekonomi

Ekonomi

Ekonomi

Ekonomi

VIP/Kelas IA

VIP/Kelas IA

Kelas I B

Kelas II A

Kelas II A

Kelas II A

Kelas II A

Kelas II

Kelas II

Kelas II A

Kelas II A

Kelas II A
Kelas II A

Eksekutif

Eksekutif

Eksekutif

Eksekutif

Eksekutif

Eksekutif

Eksekutif

Eksekutif

Eksekutif

Eksekutif

Eksekutif

Eksekutif
Eksekutif

BUPATI MUARA ENIM

JUARSAH



Lampiran lVPeraturan Bupati Muara Enim
Nomor :6TAtrUn 2O2t
ranggal ' 

ag-Ja+uPq* 'aOal

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

DAFTAR : Permintaan Rencana Biaya Perjalanan Dinas ke '.....".....'.'.
Sesuai dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas Bupati Muara Enim
Nomor: OL9.O94/ / w lzOxx tanggal
yang akan dipertanggungjawabkan kemudian
Perialanan Dinas-Dalam Kabupaten-Luar Kabupaten-Luar Provinsi*

Uarrg Harian Selama Hari-RPPangkat / Tempat KedudukanNama Yang Berpergian / NIP

Jumlah Seluruh
mlah Uang Muka/

Telah dibayar UM/UP sejumlah :

Rp.

Bendahara Pengeluaran,

t.t.d

Nama
Pangkat
NIP

Perhitungan Biaya Rampung :

Ditetapkan semula

Yang dibayar

Sisa kurang/lebih

* Coret Yang tidak pe,lu

Setuju dibayar,
Kepala SKPD'

t.t.d

Nama
Pangkat
NIP

Muara Enim,

Telah diterima UM/UP sejumlah

Rp. ...............

Yang Menerima,

t.t.d

Nama
Pangkat
NIP

Telah di Verifikasi oleh,
Kasubag. Keuangan:
Jumlah Rp. ...............'
Tanggal : ....................

t.t.d

Nama
Pangkat
NIP

: Rp.

: Rp.

: Rp.

BUPATI MUARA ENIM

JUARSAH


